LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 7 Tahun 1990 Serie : D ; Nomor : 7
e i A e

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 1990

1 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGEIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang ¢ a. bahwa dengen ditetapkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor . Tzhun
1990 tentdng Kedudukan Keuangan Ketua,
Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwokil
_an Rokyat Daerah, maka Peraturan Dae
- rah Kabupaten Daerah Tingkat 1I Mage
lang Nomor 1 Tahun 1989 sudeh tidak se
suai lagi.

b. bohwa sehubungan dengan hal tersebut
diatas, perlu menetapkan dan mengatux
kembali tentang Kedudukan Keuangan Ke
tud, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Per
wakilan Rakyat Dacrah didalam suatu
Peraturan Daerah.

Mengingat s 1., Undang = undang Nomor 5 Tahun 1974 ten

: tang Pokok-pokok Pemerintahan di Dae

roh ( Lembaran Negara Republik Indone

T gia Tehun 1974 Nomor 38, tambahan Lem
gt ‘ baran Negara Nomor 3307 ) j;

2. Undang eeeeee

gt e
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2, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan
lemerintah NOmor 32 Tahun 1950 tentang Femben

 {ukan Daerah=daerah Kabupaten dalam Lingkungan
lemerintah Propinei Jawa Tengoh ;

3, Undang=undang Nomor 8 Tehun 1974 tentang Pokok
~pkok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik
fdonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambshan Lembar
in Negara Nomor 3041 ) i

4. leraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 fen
lang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Penga
tasan Keuangan Daersh ( Lembaran Negara Repu
11ik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5 ) ;

5, Jeraturan Pemerintah Nomor 6 Tehun 1975 <en
fang Cara Penyusunzn Anggaran FPendapatan dan
telanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuang
ar Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanjo Daerah. ( Lembaran Negza
re Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6 ) ;

" 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
1§74 tentang Bentulk Peraturan Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam _Hegeri Nomor 1 Tzhun
1990 +tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Walkil

Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dae
raa 3}

8. Keovtusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem.4/1/
25 = 138 %anggal 23 Pebruari 1978 tentang Fede

men Penyusunan Peraturan Tata Tertid Dewan Fex
©  wekilan Rakyat Daexah ; o

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyaf Daexrah
Kabupaten Daerch Tingkat II NMagelang.

MENUTUSKAN

lMenetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING
KAT II MAGELANG TENTANG KEDUDUKAN KEU
ANGAN KETUA,WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DE
WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II MAGELANG,
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini’yang dimaksud dengan :

1. ?anrnh ialah Kabupaten Daersh Tingkat II Mage
ang.

2. Pemerintah Daerah lalah Pemerintah Kabupaten Dae
rah Tingkat II llagelang.

3. Dewan Perwakilan Hakﬁat Daerah ialah Dewan Perwa
kilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerzh Tingka$t II
lingelang, selanjutnya disebut DPRD.

4, Pimpinan DPRD ialah Ketua dan Wakil Kefuz Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Anggota DPRD ialah mereka yang diresmikan keang
gotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji Der
dasarkan Peraturan Perundang=undangan yang berla
ku, '

6. Uang Representasi ialah tunjangan yang diberikan
kepafta Pimpinan dan Anggota DPRD seftiap btulan se
hubungan dengan kedudukannya, berdasarkan keten
tuan peraturan yang berlaku.

7. Uang kehormatan ialah tunjangan jabatan yang @i
beriken kepada Pimpinan DPRD setiap bulan sehu
bungan dengan jebatannya.

8, Tunjangan Komisi ialah Tunjangan yang dibexrikan
setiap bulan kepada Ketua, Walkil Ketua dan Selxre

taris Komigsi.

9, Uang Peket ialah uang Yyong diberikan kepada Pim
! pinan dan Anggota ngan untuk setlap hari mengha
! diri rapat, uang pengangkutan lokal didalam kota
3 dan uang malkan.

10, Daha ponunjang ialah Dana yang - disediskon untuk
' menunjang kegiatan DPRD,

11. Tunjangan seeee
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11, Tunjangan Purna Bhakti d1alah Tunjangan yang di
berikan kepada Pimpinan don Anggota DPRD sete
lah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan
dengan hormat atau meninggal dunia.

rPuual 2

(1) Tanggal mulal memangku jabatan Pimplnan dan Ang
gota DPRD ialah tanggal mereka mengangkat  sum
pah, atau mengueapkan janji pada pelantlkanaya
gsebagal Pimpinan dan Anggota DPRD,

(2) Saat berhenti memangku jobatan Pimpinan dan Ang
gota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan ber
henti, diberhentikan atau meninggal dunia.

BAB II

STRUKTUR BIAYA KETUA,
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Pasal 3
(1) Besarnya uang representasi ditetapkan bagi :

a. Ketua : B. 210,000,00/bulan/orang.
b. Wakil Ketua : R. 180,000,00/bulan/orang.
Ce Anggotﬂ 3 Pe 150| GO‘D' QOfbﬂmjorﬂng:

(2) Selain uang representasi sebagaimana dimaksud--
dalam ayat (1) pasal ini, Pimpinan dan Anggota
DPRD diberiken tunjangan keluarga dan tunjangan
leinnya menurut ketentuan yang berlaku bagl pe
gewail Negeri,

Baglan Kedua
Uang Kehormatan
Pasal 4
Besarnya uang kehormatan ditetapkan bagl :
a. Ketua t . 200,000,00/bulan/orang.

b. Walkil Ketua : M. 175.000,00/bulan/orang.
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Bagian Ketiga
Tunjongan Komigd

Pasal 5
Besarnya tunjangan Komisi ditetapkan bagl ¢
a. Ketua Komisi t K. 40,000,00/bulan/orang.

b Wakil Ketua Komisi t Rp. 30,000,00/bulan/orang.
o. Sekvetaris Komisi 1 Iy 25,000,00/bulan/orang.

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 6

(1) Becarnya uang paket bagi Pimpinan den Anggofs
DPED adalsh sebesar R. 112.500,00/bulan/orang.

(2) Bagi Anggota DPRD yang menghadiri rapat dan ber
terpat tinggal diluar Ibukota Kabupaten dapati-
"dibayarkan uang penginapan dengan menunjulkican
bukti-bulti pembayaran yang syah yaitu setingsi

s tingginya N, 17.500,00/hari/orang.

.. Bagian Kelima
. 'Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 7

(1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan
. perjalanan Dinas, diberikan biaya perjalanan Di
R 1 1:1-

_jf“:Q(?J-Baﬂarnru biaya perjalanan Dinas sebagaimana di

Ul oa.r moksud ayat (1) pasal ini,disesuaikan dengan bi

. ;.= @aya perjalanen dinas yang berlaku bagl Pegawai
: Negeri Sipil Golongan B,

wﬁ{}f~i¥j'” 5 (3) Ketentuan ....
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(3) Ketontuan administrasi dan besarnya biaya perja
‘anan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal
ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetap

kan bagli Pegawail Negeril Bigil yong berlaku di
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

(4) Peninjauan dalam Wilayah Ibukota Kabupaten Dae
rah Tingkat II Magelang tidak diberikan blaya=

pe_tr&ala.nu.n dinas.

(5) Bagi Pimpinan DPRD yang karena jabatannya harius
pindah ke Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Maogelang dan atau pada saat diberhentikan de
ngan hormat dari jabatannya,diberikan biaya per
jalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan
ketentuan yang berlaku di Kabupaten Daerah Ting

Bagian Keenam
Biaya Pemeliharaan Kesehatan

\ Pasal 8

(1) B Pimpinen dan Anggota DPRD yang bukan Pega
wal Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan
berupz penggantian biaya pemerilksaan, pengobat
an dan perawatan dokter susual dengan ketentuan
yang berlaku bagi Pegawal Negeri Sipil dengan
bukti-bukti yang sah atau beban Pemerintah Dae
rah,

(2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus -
Pegawai Negeri beserta keluarganya,biaya pemerik
sezn, pengobatan dan Pemeriksaan dokter berlaku

ketentuan sebagaimana terhadap Pegawal Negeri
yokni atas beban PERUM HUSADA BHAKTL,

Papal 9

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberi
kan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan yang besar
nya Ip. 35.000,00/bulan/orang.

Bﬂgiﬂn TR )
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Baglan Ketujuh
Tunjangan Kematian

Pasal 10

(1) Apabila ada Pimpinan dan Anggota DPRD yang me
ninggal dunia kepada ahli wardsnya . diberikan
tunjangan kematian sebanyak 3 (tiga) kali uang
representasi, dan apabila meninggal dunia dida
lan dan atau karena menjalankan tugas,diberikan
tunjangan kematian sabanyak 6 (anam) kali uang
representasi. :

(2) Biaya pengangkutan jenazah *Anggota DPFD ketem
pat kediaman semula sampai _ katampnt pemaieman
menjadi beban Pemerintah Daarah.

Baglan Kaﬂelapan
Rumah  Jabatan
Pasal 11

(1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebush ru
mah jabatan termasuk inventaris, biaya pemeliha
rean termasuk biaya pemdkaian air/listrik, tele
pon dan gas.

(2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan ber -
henti dari jabatannya, maka rumah jabatan terma
suk barang-barang inventaris harus diserahkan =
xermbeli dalam keadaan baik kepada Pemerintah Da
ergh tanpa suatu kawajiban dari Pemerintah Dae
rah,

(3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum Jigediakan rumch

Jabatan dapat dibariknn tunjangan perumshan dan
pemeliharaannya, :fung besarnya g.saauaikun de
nﬁn standart yang boerlaku pudn Pemurintuh Dae
'l r ’
e Bagian Kesembllan
Sarana llobilitas

Pnﬂﬂl 12 TEIEEE RN
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Papal 12

Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan, dapat
disediakan sebuah kendaraan dinas sesual dengan ke

tentuan yang berlaku.
Baglan Kesepuluh
Pakain D:Lnaa_
Pasal 13 .

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disédiakan-
pakaian dinas berikut atributnya berupa @

2 PSH ( Pakaian Sipil Harian ) 2(dua) kali setehun.
« PSR ( Pakaian Sipil Resmi ) 1 (satu)kali setahun.

- PSL ( Pakian Sipil Lengkap) 1 (satu}kali selana 5
1im3.) Tahun.

Bagian Kesebelas
Tunjangan Kesejahteraan dan Dana Penunjang
Pasal 14

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan funjangan-

kesejahteraan sebesar B. 122,500,00( gepatus dua
puluh dua ribu limg ratus rupiah)/bulan?orans

‘2) Untuk menunjang kegiatan DPRD dapat disediakan
dena penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.

J) Besarnya dana penunjang dimaksud ayat (2) pasal
ini adalah i, 15,000,000,00 (1lima belas juta ru

pieh) pertahun.

(4) Perubghan plafon tersebut ayat (3) pasal ini ai
tetapkan berdasprkan keputusan Pimpinan DPRD
atas persetujuan Bupatl Kepala Daerah Ting
kat II lagelang sesual dengan pedoman Gubernwr
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan penenm
patannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tinglkat II Magelang.

BAB III (RN N NN N
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BAB III

TUNJANGAN PURNA BHAKTI
Pasal 15

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa
Bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau
meninggal dunia, diberikan tunjangan Purna Bhak
ti sesuai dengan masa bhaktinya.

(2) Tunjangan Purna Bhakti dibiayal APED dan dikelo
la oleh Yayasan Purna Bhalkti,

(3) Ketentuan mengenai tunjangan Purna Bhakti seba
gaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pa
sal ini akan diatur tersendiri dengan Peraturan
Hente:i Dalam Negeri.

| | BAB IV
KETENTUAN TATN -~ LAIN
Pasal 16

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD Jang berstatus seba
gai Pegawal Negeri +tidak dibenarkan penerinoa

pengahsilan rangkap (ganda).

(2) Apebila Uang representasi Pimpinan dan Anggotsa
DPRD lebih kecil dari pada gaji pada waktu yang
bersangkutan aktif sebagal Pegawai Negeri, maka
ia menerima uang representasi ditambah selisih
kedua penghasilan tersebut dari instansi induk
n}"ﬂ- g

(3) Apebile jumlah uang representasi lebih besar da
ri pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif
sebagal Pegawal Negerl, maka la hanya menexrdna
uang representasi,

(4) Apabila jumlah uang representasi sama dengan-
Jumlah gaji yang diterima pada waktu yang Dber -
-~ sangkuban aktif sebagal Pegawal Negeri, maka la
- hanya menerima uang representasi,
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BAB V

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

(1) Sambil menunggu ditetapkannya peraturan Menteri

(1)

Dalam Negeri tentang tunjangan Purna Bhakti ba
giRsemua Anggota DPRD maka kepada semua Anggota
DPRD pada saat berakhir masa jabatannya atau di
berhentikan dengan hormat atau meninggal dunia
diberikan uang penghargaan dengan ketentuan se
bagai berikut :

a. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinya 6(enam)
bulan, diberikan uang penghargaan 1 ( satu )
kali uang representasi.

b. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinya belum
mencapai 6 ( ebam ) bulan, dihitung 6 (enam)
bulan penuh.

c. Uang penghargaan diberikan setinggi - tingsi
nya 6 (enam) kali uang representasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

'Pasal 18

Dengan berlekunya Peraturan Daerah ini,maka Per
aturan Daerah atau ketentuan lainnya yang ber
tentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan ti

dak berlaku,

'ﬁﬁiam hal Anggota DPRD meninggal dunia maka

uang penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1 )

" pasal ini diberikan kepada ahll warlsnya.

Pﬂﬂal 19 sasasane
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Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di
undangkan .

Agar sdtiap orang dapat mengetahulnya,pemerirtahkan
Pengundangan Peraturan Daerah inl dengan Penampatan
nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daeran Tingkat -

- . —

II Magelang.
Kota Mungkid, 16 Juli 1990
D. Pa Re Ds BUPATI KEPALA DAERAN TINGKAT II
KABUPATEN DATI II MAGELANG MAGELAGRNG
KETUA
ttd t ¢+t d
H . RAMELAN Mofi;p‘m']},:}.'.'g:ﬁﬁ&j*""'

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 24 Oktober 1990 ; Nomor : 188,3/334/1990

An., Selretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hulcum
tta

SARDJITO, 8H,.

NIP, 500 034 373.
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Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II lagelang
Nomor 7 Tahun 1990, tanggal 31 Oktober 1990

Serde D  Nomoxr 7
Sekretaris Wilayah/Daersh
t +t d

Drs. TOEHAD I

NIP, 500 031 722,
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 1990
TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PEHHAHILAH RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I, PENJEIASAN UMUM,

1. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam lNegeri Nomor 1 Tahun 1990 +entang Kedu
dukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
DPRD, maka Peraturan Daerah Kobupaten Daerzh
Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1989 tidak
sesuai lagi 'dengan perkembangan keadaan.

2. Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 1990 tersebut diharapkan agar DPRD da
pat lebih berperan aktif dalam meningkatkan
laju pempangunan dan mutu pelayanan kepada ma
syarakat di Daergh, meka gerakan Operasional
DPRD perlu didukung dengan biaya yang memadai

3, Sehubungon dengan hal tersebut perlu menctap
kan dan mengatur kembali tentang kedudukan ke
uangan Ketua, Vakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwgkilan Rekyat Daernh Kabupaten Daersh
Tingket II Magelang kedalam suatu Peratwran
Daerah,

II, PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

----i---------ﬂ---------ﬂﬂ

Posal 1 t Culkup Jjelas.
Pesal 2 ¢ Cukup Jelasa,

‘Pasel 3 ayat (1) @ Pengertian uang Representasi
adalah tunjangan pokok bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD,
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Rsal 4
Psal 5

Pidal 6 ayat (2)

tasal T

asal 8
fasal 9
fasal 10
Tasal 11
Tasal 12,
asal 13

ayat (2)

Pascl 14 ayat (1)

Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19

ayat (2)

eyet (3)
ayet (4)

Ll

Cukup jelas.
cukup jelas.

Uang pnnginapan diberikan kepa

da Anggu a DPRD yang tingegal 41
lu ukota dan nginap di he
tel/lommen A4l dalam kota tempat
pidang dengan menunjukan bulktl

bukti pengeluaran yang sah.

Yang dimaksud dengan Pegawal le
g golongan B adalah go

gil
ongan LII/PNS. _
cukup jelas.
cukup jelas
cukup jeleas.
cukup jelas.
cukup jelas.
Cukup jelas,
cukup jelas.

Dana penunjang adalzh biaya -

operasional agar DPRD dapat bes
grnn lebih alchif dalam mening

tkan laju pembangunan dan sua
tu pelayanan kepada masysrakat
di Daerah.

cukup jelas.
cukup jelas.
cultup jelas.
cukup jolas,
cukup jelas,
cukup jelas.
cukup Julaﬂ;
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